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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan

angka rasio rata-ratanya adalah 2,93 % masih berada diantara 0 %-25 %

tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memenuhi kebutuhan dana

untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan

Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke

tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber

pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena

sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

2. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 3 (tiga) tahun

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sangat kurang karena hanya memiliki

rata-rata 2,28 %, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian / kemampuan

keuangan Kabupaten Gorontalo Utara masih rendah dalam melaksanakan

otonominya.

3. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah,

yang sering disebut juga dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata

hanya sebesar 4,31 %, ini artinya IKR di Kabupaten Gorontalo Utara sangat

kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00. Hal ini
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berarti PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai

pengeluaran rutinnya dan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih

tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari pemerintah pusat.

4. Berdasarkan rasio Keserasian, pengeluaran belanja operasi lebih besar

dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya belanja operasi ini

dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji

PNS.

5. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan

disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya penerimaan pajak dan

retribusi daerah.

6. Secara keseluruhan dari hasil analisis beberapa rasio yang ada ternyata

perkembangan kemampuan keuangan daerah yang ada di Kabupaten

Gorontalo Utara belum optimal. Ini bisa dilihat dari kurangnya kemampuan

PAD untuk bisa mengimbangi besarnya belanja daerah, dimana masih

besarnya tingkat ketergantungan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat

untuk membiayai belanja daerah.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan

Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara, penulis mencoba mengajukan beberapa

saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya peningkatan besarnya dana PAD dimana terbatasnya

jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
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Gorontalo Utara, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan

nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan

menjadi penerimaan PAD untuk peningkatan PAD.

2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan

APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh

komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.

3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan,

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model

analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan

menyeluruh.

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010 di Kabupaten

Gorontalo Utara saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek

penelitiannya dilakukan dibeberapa daerah lain sehingga terdapat

perbandingan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
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